A.

BAB VI
PENUTUP

Kesimpulan

Terkait dengan tema penelitian yang akan melihat bagaimana peran

pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang

dihasilkan pada kegiatan musrenbangdes berdasarkan teori deliberatif

dalam pengambilan keputusan sebagaimana pernyataan Habermas dalam

(Tresiana, 2015:68), yang menyimpulkan bahwa terdapat tiga poin makna

yang tersirat dalam teori tersebut, yakni :

a

b.

Pengaruh : kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan
pembuatan keputusan; pengaruh pengambilan keputusan dalam
pelaksanaan Musrenbang masyarakat terlihat tidak terlalu aktif
dikarenakan pemerintah desa tidak memberikan ruang yang bebas
kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi bersama dalam
pengambilan keputusan program kerja, akan tetapi sebelum
pelaksanaan musrenbang pemerintah desa dan BPD sudah
merancangkan terlebih dahulu program-program kerja, dan program-
program kerja tersebut yang lebih diprioritaskan dibandingkan usulan
dari masyarakat.

Keterbukaan/keterlibatan : perwakilan penduduk, keterbukaan

pandangan dan nilai-nilai yang beragam, serta kesempatan yang sama

untukberpartisipasi;Pengambilan keputusan masyarakat Desa Baumata

dalam menentukan arah pembangunan Desa Baumata salah satunya dapat

dilihat dalam musyawarah rencana peraturan desa dan Anggaran Pendapatan



dan Belanja Desa (RanPerDes dan APBDes) dalam musyawarah ini dibahas
perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa
Baumata.

C Deliberasi : komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk
memahami dan membingkai ulang berbagai isu, saling menghormati, dan
gerakan menuju consensus; adanya partisipasi masyarakat dalam menghadiri
pertemuan musyawarah, namun partisipasi masyarakat dalam memberikan
ide tau gagasan berkaitan dengan pengambilan keputuasan dalam proses
perencanaan pembangunan desa masih terlihat rendah, kebanyankan
masyarakat Desa Baumata Pusat menghadiri rapat hanya untuk memenuhi
undangan; adanya budaya patriarki yang masih melekat didalam kehidupan
masyarakat Desa Baumata.

Kegiatan musrenbangdes Baumata Kecamatan Taebenu terlaksana, namun gagal
dalam penerapan teori deliberatif dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan
dalampelaksanaannya musrenbang Desa Baumata Kecamatan Taebenu
menghadapi faktor-faktor kelemahan yang menjadikan musrenbang terlihat hanya
sebatas formalitas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat
minim, banyaknya usulan dan hasil kegiatan yang berasal dari pihak yang
mempunyai kepentingan sendiri, musyawarah yang berjalan kurang baik, dan
kegiatan hasil musrenbang yang tidak dilaksanakan.

Namun musrenbang tetap terlaksana dikarenakan ada faktor keberhasilan dalam
pelaksanaannya. Faktor keberhasilan tersebut adalah adanya undang-undang
sebagai peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan musrenbang, banyaknya
masyarakat yang mendukung pelaksanaan musrenbang sehingga musrenbang
dapat dilaksanakan, tidak hanya sampai disitu kepercayaan masyarakat desa

kepada para pemangku sebagai perwakilan dalam menyuarakan aspirasi



masyarakat juga menjadi faktor keberhasilan dalam musrenbangdes Baumata.



Saran

Pemerintah harus bisa merangkul dan memberikan pemahaman tentang
musrenbang kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya
keterlibatan mereka dalam pembuatan keputusan dan antusias untuk
mengikuti musrenbang. Misalkan dengan diadakannya sosialisasi tentang
musrenbang.

Pemerintah harus menginstruksikan pelaksanaan musrenbang sesuai dengan
peraturan yang sudah ada. Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih
ketat lagi terhadap pelaksanaan musrenbang, dansebaiknya perekrutan
kepanitiaan musrenbang dilaksanakan secara terbuka dan tidak sepenuhnya
diserahkan oleh aparat atau kepala desa sehingga seluruh masyarakat desa
memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi wakil masyarakat
dalam pelaksanaan musrenbang desa.

Aparatur desa yang dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Desa harus bisa
menjadi wadah untuk menampung dan menerima bahwa hasil musyawarah
yang mufakat lah yang seharusnya menjadi hasil akhir musrenbang bukan
hasil keputusan aparat ataupun kelompok-kelompok yang berkepentingan,
aparat lebih menghargai musyawarah dibandingkan dengan kekuasaannya.
Pemerintah harus mengoptimalkan kinerja dalam melaksanakan
pembangunan yang sudah disetujui, dengan tidak memperlamban pencairan
dana untuk pembangunan Desa Baumata yang berasal dari APBD. Hal ini
agar pembangunan Desa Baumata Kecamatan Taebenu dapat berjalan dengan

optimal dengan biaya operasional yang lancar.



5. Masyarakat Desa Baumata hendaknya bersabar dan bisa menunggu
pembangunan yang akan dilaksanakan, hal ini dikarenakan dalam proses

pembangunan tersebut ada tahapan demi tahapan yang harusdilalui.
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